
  
 
 

INTISARI 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA 
PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT YANG TIDAK MENGIKUTI 

PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH DI 
KABUPATEN SLEMAN DAN BANTUL 

 
 

Rita Aprisanty Siregar1) dan Roedjiono2) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Bank Indonesia 
membolehkan Bank Perkreditan Rakyat tidak mengikuti program penjaminan 
pemerintah dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah 
penyimpan dana pada Bank Perkreditan Rakyat yang tidak mengikuti 
program penjaminan pemerintah. 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dimana 
penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan 
data sekunder dan demi lengkapnya penelitian maka dilakukan juga 
penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Data -data tersebut 
kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada tiga alasan yang 
menyebabkan Bank Indonesia  membolehkan Bank Perkreditan Rakyat tidak 
mengikuti program penjaminan pemerintah, yaitu mampu menjamin dana 
pihak ketiga, tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, terlambat 
dalam memasukkan atau memberikan persyaratan pada waktu yang 
ditetapkan. Sebagai konsekuensinya, Bank Perkreditan Rakyat yang tidak 
mengikuti program penjaminan pemerintah tidak dijamin oleh pemerintah dan 
bertanggungjawab terhadap dana pihak ketiga (dalam hal ini nasabah 
penyimpan dana). Perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Perkreditan 
Rakyat yang tidak mengikuti program penjaminan pemerintah adalah selalu 
tersedianya aset untuk dapat memenuhi kewajibannya pada nasabah 
penyimpan dana, serta adanya komitmen dari para pemegang saham untuk 
bertanggungjawab atas pembayaran seluruh simpanan nasabah penyimpan 
dana apabila terjadi likuidasi. Untuk para nasabah penyimpan dana yang 
tidak dapat memperoleh kembali simpanan yang menjadi haknya dapat 
mengajukan gugatan ke pengadilan. 
 
Kata kunci : Perlindungan hukum, Nasabah penyimpan dana, Bank 
Perkreditan Rakyat yang tidak mengikuti program penjaminan pemerintah 
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ABSTRACT 
 

LEGAL PROTECTION FOR THE DEPOSITING CUSTOMERS OF 
A BANK PERKREDITAN RAKYAT WHICH DOES NOT PARTICIPATE 

IN THE GOVERNMENT SECURITY PROGRAM 
IN SLEMAN AND BANTUL REGENCY 

 
 

Rita Aprisanty Siregar1) and Roedjiono2) 
 
 

     This research aims to know the reason of the Bank of Indonesia for 
permitting Bank Perkreditan Rakyat not to participate in the government 
security program and how the legal protection for the customers depositing 
fund in this bank is provided. 
     The research adopts a juridical normative approach by conducting a 
library research on the literature to obtain the secondary data and a field 
research to obtain the primary data. Then, it analyzes these data in a 
qualitative method. 
     The research identifies three reasons for the Bank of Indonesia to 
allow Bank Perkreditan Rakyat not to participate in the government security 
program : the ability to secure the fund of the third party, inability to fulfill the 
requirement for the program, and overdue in submitting the requirement. As 
the consequence, the Bank Perkreditan Rakyat which does not participate in 
the government security program will not be guaranteed by the government, 
and is fully responsible for all the fund deposited by the third party (in this 
case is the depositing customers). The legal protection from such a bank is 
the availability of its asset at any time to fulfill its responsibility for the 
depositing customers and the commitment from the shareholders to be 
accountable for the payment of all deposit when liquidation happens. The 
customers who cannot get their fund back from the bank can file a claim to 
the court. 
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